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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi maupun instansi merupakan sekelompok orang untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Di dalam sebuah organisasi
maupun instansi sangat penting memiliki sumber daya manusia yang baik, karena
peran sumber daya manusia sangat menentukan dan berpengaruh terhadap upaya
organisasi maupun instansi dalam mencapai tujuan. Tanpa adanya sumber daya
manusia maka sebuah organisasi maupun instansi akan sulit untuk mencapai
tujuannya.

Manajemen sumber daya manusia atau bisa diartikan juga sebagai
pengelolaan sumber daya manusia yang berarti berkaitan erat dengan motto “The
right man on the right place” yang artinya menempatkan orang yang benar pada
tempat yang benar. Pejabat adalah orang yang menduduki sebuah jabatan tertentu di
birokrasi pemerintah. Kekuasaan pejabat ini amat menentukan, karena segala urusan
yang berhubungan dengan jabatan yang diduduki maka orang yang berada dalam
jabatan tersebut yang menentukan. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tatanan hierarki
dari atas ke bawah.

Manullang dalam Nuraini (2013:3) Manajemen sumber daya manusia adalah
suatu ilmu yang berkhusus mengenai ketenagakerjaan, sehingga sering juga dikatakan

dengan man power management, labour relation, industrian relation, personil



administration. Man power management dan personil administration sama dengan
personel manajemen sejak perang dunia ke dua, karena perhatian terhadap masalah
man power, sehubungan akan kebutuhan untuk angkatan perang dan instansi.
Sedangkan menurut Hasibuan (2007:10) manajemen sumber daya manusia adalah
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif membantu
terwujudnya tujuan instansi, karyawan dan masyarakat.

Menurut Kadarisman (2012:6) pentingnya suatu Manajemen Sumber Daya
Manusia (MSDM) adalah dikarenakan tanpa keuntungan dalam produktivitas
pegawali, organisasi pada akhirnya akan tidak mendapat kemajuan dan gagal. Dari
pengertian diatas, sudah jelas bahwa sumber daya manusia yang baik sangat
berpengaruh pada suatu organisasi maupun instansi, begitu juga apabila tidak
memiliki sumber daya manusia yang kurang akan membawa pengaruh pada
kemajuan organisasi maupun instansi itu sendiri. Sumber daya manusia yang ada,
menjadi tolak ukur dari organisasi maupun instansi tersebut dalam memahami
perkembangan organisasi maupun instansinya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai

berikut:



a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan.
g. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
h. profesionalitas jabatan.
Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.
Pegawai ASN bertugas:
1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan ASN terdiri

atas:



a. Jabatan Administrasi;

b. Jabatan Fungsional; dan

c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi terdiri atas:
a. jabatan administrator;

b. jabatan pengawas; dan

c. jabatan pelaksana.

Sebuah organisasi maupun instansi memerlukan penempatan kerja karena
untuk mencapai efektifitas kinerja pegawai bukan hanya dibutuhkan sumebr daya
manusia yang berkualitas tetapi juga kesesuaian antara skill atau keahlian yang
dimiliki oleh pegawai dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Informasi jabatan
yang didapatkan berperan penting dalam perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM),
karena didalamnya menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan
kerja.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat
dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu. Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta pelayanan administrasi.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:



a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan pemerintah daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Berikut dapat dilihat jumlah pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah

Kabupaten Siak, antara lain :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

No. Bagian Jumlah Pegawai
1. Bagian ekonomi 8 orang
2. Bagian umum 38 orang
3. Bagian pertahanan 12 orang
4. Bagian organisasi 9 orang
5. Bagian humas 12 orang
6. Bagian hukum 10 orang
7. Bagian administrasi pembangunan 20 orang
8. Bagian administrasi kesra 16 orang
9. Bagian administrasi pemerintah 14 orang

Total 139 orang

Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

Dari tabel 1.1. diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak berjumlah 139 orang yang terbagi atas beberapa bagian.
Dalam penelitian ini peneliti fokus melakukan penelitian pada seluruh Kasubbag

Setda Kabupaten Siak.



Kualitas pegawai dapat dilihat dari pendayagunaan SDM dalam instansi.
Pendayagunaan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi
perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, kinerja SDM, pengembangan SDM,
perencanaan dan pengembangan Kkarier, pemberian kompensasi, kesejahteraan,
keselamatan maupun kesehatan kerja. Perencanaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi
tersebut harus didukung pula oleh penempatan kerja yang baik dan proses penilaian
kerja yang obyektif.

Penempatan kerja merupakan cara yang sistematis yang mampu
mengidentifikasi serta menganalisa persyaratan apa saja yang diperlukan dalam
sebuah pekerjaan serta orang yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan sehingga
sumber daya manusia yang dipilih mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan
baik. Dari hasil penempatan kerja tersebut maka organisasi akan mampu menentukan
karakteristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki
sebuah jabatan, yang outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi jabatan.

Penempatan pegawai yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat mampu
secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penempatan Suatu Kebijakan
yang diambil oleh pimpinan suatu instansi, atau bagian personalia untuk menentukan
seorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan
tertentu berdasarkan pertimbangan keahlian, keterampilan atau Klarifikasi tertentu.

Menempatkan seorang pegawai harus melalui proses analisa kemudian

mencocokkan antara kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan persyaratan dari suatu



jabatan atau pekerjaan, dengan kata lain penempatan pegawai tidak bisa sekedar asal

menempatkan.

Dengan melihat peran dari Sekretariat Daerah maka menuntut organisasi
tersebut mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan
organisasinya, karena untuk mencapai tujuan organisasi haruslah memiliki individu-
individu dengan kualitas yang sesuai. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan
dalam hal kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan cara
melakukan penempatan kerja.

Adapun Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Penempatan kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah pasal 2, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Analisa jabatan digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian,
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

2. Analisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan informasi jabatan.

3. Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses,
metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor Tahun 2017 Tentang Penempatan
kerja Dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak,

Penempatan kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara



lebih tepat dan akurat. Tujuan Penempatan kerja adalah sebagai dasar pengelolaan
kepegawaian khususnya penataan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas. Penempatan kerja dipergunakan
untuk:

a. perencanaan kebutuhan PNS;

b. rekruitmen calon PNS;

c. kinerja PNS;

d. pengendalian PNS;

e. pendidikan dan pelatihan PNS;

f. pengembangan PNS; dan

g. kesejahteraan PNS.

Salah satu prasyarat dasar untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah
ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan kompeten sesuai dengan
karakteristik organisasi, visi, misi dan tujuan strategis instansi merupakan
kemampuan utama (core competence) untuk dapat membangun sikap dan perilaku
instansi yang mampu menghadapi perkembangan di masa depan. Persaingan instansi
yang meningkat akan memaksakan instansi untuk memperhatikan masalah sumber
daya manusia di dalam strategi pengembangan instansi.

Tercapainya tujuan instansi akan sangat tergantung pada bagaimana pegawai
dapat mengembangkan kemampuannya baik di bidang manajerial, hubungan antar

manusia, maupun teknis operasional. Oleh karena itu, wajar apabila manajemen



sumber daya manusia mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan instansi. Hal
ini terlihat pada program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya manusia, mulai dari proses penarikan, Kinerja, pemeliharaan,
pengembangan sampai dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan sumber daya
manusia yang merupakan faktor penting dalam instansi.

Kesesuaian kinerja pegawai dalam suatu instansi merupakan suatu hal yang
penting karena sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan yang di bangun oleh
sebuah instansi tersebut. Oleh karenanya dalam kinerja pegawai harus tepat dan
sesuai tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalismenya.
Seseorang akan bekerja dengan baik dan berhasil apabila mengetahui dengan jelas
posisinya dalam suatu instansi Kejelasan itu sangat penting artinya bagi setiap
pegawai karena memungkinkan mengetahui peranan dan sumbangan pekerjaan
terhadap pencapaian tujuan kerja secara keseluruhannya.

Untuk Mengetahui Penempatan Pegawai Bedasrkan Latar Belakang Sesuai

Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Daftar Pegawai dengan Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan

No. Nama Pegawali Bidang limu Jabatan Keterangan
1 2 3 4 5
1. | T. Yuliana Fadillah, | S2 (Magister | Kasubbag Otonomi
S.STP, M.Si Sains) Daerah Sesuai
2. | Agung Sugoro Putra, | S1 (Sarjana Kasubbag Toponimi
S.IP lImu Sesuai
Pemerintahan)
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1 2 3 4 5
3. | Yendri Yuliana, SE. | S2 (Magister | Kasubbag Sesuai
MM Manajemen) | Kewilayahan
4. | T. Syafriyani, S. Sos | S1 (Sarjana Kasubbag
Sosial) Kesejahteraan Sesuai
Rakyat
5. | Kaspul Anwar, S.Ag | S1 (Sarjana Kasubbag Bina
Agama) Mental & Sesuai
Keagamaan
6. | Hari Wibowo, S1 (Sarjana Kasubbag Sesuai
S.Kom Komunikasi) | Pengendalian
7. | Maya Erika, S.Kom | S1 (Sarjana Kasubbag Kebijakan S :
iy esuai
Komunikasi) | & Program
8 | Asrafli, SH S1 (Sarjana Kasubbag Bantuan Sesuai
Hukum) Hukum & HAM
9. | Dwi Amriawaty S1 (Sarjana Kasubbag Sesuai
Laida, SH Hukum) Dokumentasi Hukum
10. | Andry Haryadi, SH | S1 (Sarjana Kasubbag Peraturan Sesuai
Hukum) Perundang-undangan
11. | Aris Dharma, S1 (Sarjana Kasubbag Hubungan Sesuai
Si.Kom Komunikasi) | Masyarakat
12. | Andi Fajar, S. Sos S1 (Sarjana Kasubbag Protokol :
) Sesuai
Sosial)
13. | Khoiruddin, S.Sos S1 (Sarjana Kasubbag Anjab & .
3 Sesuai
Sosial) Aparatur
14. | Aulia Fajar, ST S1 (Sarjana Kasubbag Kurang
Teknik) Kelembagaan sesuai
15. | Wayan Rona, SE S1 (Sarjana Kasubbag Tata Kurang
Ekonomi) Laksana sesuai
16. | H. Kaharuddin SMA Kasubbag Pemetaan Kurang
dan Pengukuran sesuai
17. | Indra Guntur, S.Sos | S1 (Sarjana Kasubbag Penataan, Kurang
Sosial) Pengukuran, sesuai
18. | Dede Kustiwa, S.Hut | S1 (Sarjana Kasubbag Fasilitasi
Kehutanan) Penyelesaian Sesuai
Pertanahan
19. | H. Mulyadi, S. Sos S1 (Sarjana Kasubbag Keuangan Kurang
Sosial) sesuai
20. | Mairizam, SH S1 (Sarjana Kasubbag
Kurang
Hukum) Perlengkapan & sesuai

Rumah Tangga
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1 2 3 4 5
21. | Wan Amdani, SH, S2 (Magister | Kasubbag TU S .
: . esuai

M.Si Sains)

22. | Wan Fahriyanto, S1 (Sarjana Kasubbag Usaha Sesuai
S.Sos Sosial) Bina Perekonomian

23. | Zuhrizan Nur Falah, | S1 (Sarjana Kasubbag BUMD Kuran
S.STP Sains Terapan sesuaig

Pemerintahan)

24. | T. M. Taufik, SE, S2 (Magister | Kasubbag Produksi

M.Si Sains) Sesual
25. | Rian Hastaman, S.IP | S1 (Sarjana Kasubbag Layanan K
urang
lImu Pengadaan secara sesuai
Pemerintahan) | elektronik
26. | Sofyan, S. Sos S1 (Sarjana Kasubbag Layanan
- Kurang
Sosial) Pengadaan Barang sesuai
dan jasa
27. | Wan Muhammad S1 (Sarjana Kasubbag
Syarif, ST Teknik) Perencanaan & Sesuai
Pengembangan

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2017
Berdasarkan fakta yang ada pada tabel 1.2 di atas terlihat bahwa masih ada
pegawai yang penempatannya kurang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Jika
kondisi diatas tidak didukung dengan pengetahuan dan keterampilan pegawai tentu
saja akan mengganggu Kinerja organisasi (Sekretariat Daerah Kabupaten Siak)
Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul
“Analisis Penempatan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian

yaitu :
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a. Bagaimana penempatan kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penempatan kerja pegawai pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Siak

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penempatan kerja pegawai pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam penempatan kerja

pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dalam penempatan kerja terhadap kinerja
pegawai.

2. Secara Akademis, sebagai sumber informasi bagi peneliti mengenai peningkatan

penempatan kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja.
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3. Secara teorotis, hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang
ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dan bisa menjadi bahan

pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.



